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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Balakang Masalah  

Islam adalah agama paling sempurna, di dalamnya jelas tercakup segala 

aspek kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ajaran 

Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah mengatur segala kegiatan 

kehidupan manusia dan akan selalu sesuai dengan perkembangan peradaban 

manusia.
1
 Mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong, yang 

mampu menolong yang mampu dalam Islam kegiatan ini disebut dengan istilah 

muamalah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Surah al-Maidah ayat 2 

sebagai berikut: 

قْوٰى ثِْْ وَالْعُدْوَانِ  ۖ  وَتَ عَاوَنُ وْا عَلَى الْبِِّ وَالت َّ وَ ۖ  وَلََ تَ عَاوَنُ وْا عَلَى الَِْ وَ ۖ  وَات َّقُوا اللّٰ شَدِيْدُ اِنَّ اللّٰ
 الْعِقَابِ 

Atinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat 

siksaan-Nya.(Q.S.Al-Maidah:2)
2
 

 

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup dimasyarakat, manusia tidak 

terlepas dari masalah atau kesulitan sewaktu-waktu yang dihadapi, baik dalam 

masalah ekonomi maupun dalam aspek-aspek lain. Dalam masalah ekonomi 

seringkali manusia melakukan transaksi utang piutang untuk memenuhi 

kekurangan dalam hidupnya, baik dalam menggunakan jaminan mapun tidak 

menggunakan jaminan. Utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada 

seseorang dengan perjanjian ia akan membayar yang sama pula. 

                                                 
1Abdul Halim Barkatullah, Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 3  
2Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Sukses Publishing, 2012), h. 216 
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Masalah ekonomi adalah suatu masalah yang sangat penting dalam 

kehidupan, maka tak heran perjanjian utang dengan suatu jaminan sering terjadi di 

tengah-tengah masyarakat. Dalam Islam utang piutang dengan jaminan biasa 

disebut dengan gadai (rahn).
3
 Gadai (rahn) adalah salah satu kegiatan muamalah 

yang diperbolehkan dalam Islam, gadai (rahn) dengan barang jaminan, 

sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 283 sebagai 

berikut:  

دُوْا كَاتبًِا فَرىِٰنٌ  قْبُ وْضَةٌ  وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلََْ تََِ فاَِنْ امَِنَ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا فَ لْيُ ؤَدِّ الَّذِى اؤْتُُِنَ ۖ  مَّ
هَادَةَ  وَ رَبَّو وَلََ تَكْتُمُوا الشَّ وُ بِاَ تَ عْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ  ۖ  امََانَ تَو وَلْيَتَّقِ اللّٰ   وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فاَِنَّو اٰثٌِْ قَ لْبُو وَاللّٰ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan 

seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. 

Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan 

hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu 

menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, 

sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.”
 4

 

Gadai (rahn) dalam bahasa Arab adalah ats-tsubut wa ad-dawam yang 

yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat maun rahin, yang berarti 

air yang tenang.
5
 Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud merupakan makna 

yang tercakup dalam kata al-hasbu, yang berarti menahan. Karena itu secara 

bahasa kata ar-râhn berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi 

sebagai pengikat utang. 

Jumhur ulama telah sepakat bahwa gadai itu diperbolehkan, gadai ini 

dilakukan karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak sekali sehingga sulit 

                                                 
3Rachmat Syafe’i, Konsep Gadai (al-rahn) Dalam Fiqh Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 

1995), h. 13. 
4Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemah...., h. 106 
5Wahbah Az-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, Jilid V, (Beirut: Dar Al- 

Fikr,2002), h. 180 
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ketika pinjam kepada orang lain tanpa memberikan barang jaminan sebagai 

barang kepercayaan utang. Gadai disyari’atkan untuk jaminan utang, akan tetapi 

para ulama berbeda pendapat tentang sejauh mana jaminan itu dalam 

kapasitasnya.  

Pada dasarnya gadai itu tidak untuk dipergunakan atau diambil 

manfaatnya oleh pihak pemegang gadai murtahin, melainkan untuk menjadi 

tanggungan (jaminan) dalam pinjaman, karena hal ini sesuai dengan fungsi dan 

tempat gadai itu sendiri, dimana gadai itu merupakan suatu jaminan terhadap 

barang yang dipinjamnya, sehingga barang gadai harus dijaga oleh orang yang 

menerima jaminan, sama halnya dengan amanat lain, ia tidak harus membayar 

kalau barang itu rusak, kecuali jika barang itu rusak karena tindakannya. Dengan 

demikian murtahin tidak dapat memanfaatkan barang jaminan.
6
 

Gadai memiliki permasalahan kalau tidak dilaksanakan tanpa aturan 

hukum Islam karena akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam 

bermasyarakat. Persoalan ini sangat penting sekali, sebab status hukum gadai 

telah disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya boleh. Namun,  persoalan 

tentang pemanfaatan barang gadai tersebut belum begitu jelas dalam hukum 

Islam. 

Salah satu kasus gadai di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang 

tersebut melakukan gadai secara perorangan, seperti kepada tetangga sendiri atau 

kepada kerabat tanpa adanya perjanjian tertulis ataupun dengan tanpa adanya 

saksi. Dikarenakan mayoritas penduduk Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit 

Malintang adalah sebagai petani, kebanyakan dari mereka melakukan gadai itu 

                                                 
6Rachmat Syafe’i,  Konsep Gadai (al-rahn) Dalam Fiqh Islam....,h. 17 
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dengan jaminan sawah yang masih produktif, akan tetapi akad tidak akan 

berlangsung jika sawah yang dijadikan jaminan gadai tersebut tidak produktif. 

Dari hasil observasi sementara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa praktik 

gadai yang dilakukan di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang tersebut 

sawah dijadikan sebagai barang jaminan dan langsung dikelola oleh penerima 

gadai (murtahin) dan hasilnya pun diambil oleh penerima gadai (murtahin). Pihak 

penerima gadai (murtahin) berhak menguasai dan mengambil manfaat atas barang 

sawah yang digadaikan tersebut sebelum pemberi gadai (rahin) melunasi 

utangnya. Pihak pemberi gadai (rahin) mau tidak mau harus merelakan sawahnya 

dikelola dan diambil manfaatnya oleh penerima gadai (murtahin), walaupun 

sebenarnya mereka tidak tega sawahnya diambil manfaatnya oleh orang lain tanpa 

mendapatkan bagian sedikitpun. Tanpa tahu bagaimana hukumnya yang hanya 

mengikuti suatu kebiasaan di masyarakat, penerima gadai (murtahin)  mengelola 

sawah tersebut tanpa rasa canggung. 

Sebagaiamana hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu 

masyarakat Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang yang melakukan 

praktik gadai, ibu Rosidah mengatakan: 

“Saya menggadaikan sawah sebagai barang jaminan untuk meminjam uang 

kepada tetangga, karena harta saya satu-satunya hanyalah sawah dengan 

menggadaikan sawah merupakan jalan cepat untuk mendapatkan uang tanpa harus 

menjual tanah sawah dan tidak memakan waktu lama. Adapun luas sawah yang 

saya gadaikan berukuran 1.800 m
2
, dengan jumlah uang yang dipinjamkan rata-

rata 25 juta, selama 1 sampai 2 tahun jangka waktu yang disepakati kedua belah 

pihak, dengan sawah yang digadaikan tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai. 

Sebenarnya saya keberatan dengan perjanjian tersebut karena saya merasa 

dirugikan secara sepihak namun karena keadaan mendesak mau tidak mau saya 

harus menyetujui perjanjian tersebut.”
7
 

 

 

                                                 
7Wawancara dengan Rosidah (pemberi gadai), Desa Huta Bangun, Tanggal  3 Maret 2022 
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Sama seperti ibu Mislawati mengatakan: 

 

“Saya menggadaikan sawah yang saya miliki kepada tetangga, sebagai barang 

jaminan untuk memperoleh pinjaman uang ketika saya sedang memerlukan uang 

dalam waktu cepat. Karena hanya tanah sawah barang berharga yang saya miliki 

sebagai barang jaminan. Adapun sawah yang saya gadaikan berukuran 1.000 m
2 

dengan jumlah uang yang dipinjamkan sebesar 15 juta dalam jangka waktu 

selama 1 tahun. Jika lewat dari waktu yang ditentukan maka perjanjian yang 

dilakukan adalah emas tersebut menjadi pihak penerima gadai.
8
 

 

Selanjutnya peneliti mewawancarai salah satu masyarakat penerima gadai 

(murtahin) bapak Sahruddin mengatakan: 

“Kebanyakan di Desa ini masyarakat kalau meminjam uang dalam jumlah yang 

besar dengan menggadaikan sawahnya sebagai barang jaminan. Sesuai dengan 

perjanjian yang saya lakukan dengan si penggadai, sawah yang ia gadai tersebut 

saya gunakan untuk menanam padi. Hasil yang rata-rata dalam 1 tahun bisa 3 kali 

panen dengan hasil yang cukup bagus.  Dengan jangka waktu sampai si peminjam 

dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada saya. Sehingga lahan sawah 

tersebut saya yang kelola, kemudian ditanami sesuai keinginan saya untuk 

mendapatkan keuntungan dari hasil menanam padi di sawah tersebut.”
9
    

 

Hukum pengambilan manfaat atas barang yang digadaikan para ulama 

mempunyai pendapat yang berbeda-beda, mengenai hal tersebut madzhab Syafi’i, 

mengatakan melarang penerima gadai (murtahin) memanfaatkan pemberi gadai 

(marhun), karena murtahin hanya mempunyai hak untuk menahan bukan 

memanfaatkan, tapi apabila rahin memberi izin kepada murtahin untuk 

memanfaatkan marhun maka diperbolehkan karena rahin bebas mengizinkan 

siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan marhun asalkan tidak dilakukan 

dalam akad.
10

 

Hukum praktik gadai dengan pemanfaatan barang jaminan yang dilakukan 

di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang bertentangan dengan 

                                                 
8Wawancara dengan Mislawati (pemberi gadai), Desa Huta Bangun, Tanggal 8 Maret 

2022 
9Wawancara dengan Sahruddin, (penerima gadai), Desa Huta Bangun, Tanggal 3 Maret 

2022 
10Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, Al Umm, Jilid II, Terj. Ahmad Subekti, (Jakarta: 

Pustaka Muslim, 2001), h. 25 



6 

 

 

 

pandangan Madzhab Syafi’i. Hukum yang diterapkan masyarakat tersebut tentang 

pemanfaatan barang gadai berdasarkan kebiasaan yang dilakukan di masyarakat 

bukan berdasarkan hukum Al-Qur’an atau pendapat dari para ulama. Sehingga 

perlu dianalisis lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut.   

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penelitian ini merupakan 

kasus yang sangat penting di bahas karena bermanfaat bagi khalayak banyak, 

sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap permasalahan 

tersebut dalam penelitian yang berjudul “Pandangan Madzhab Syafi’i 

Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan di Desa Huta Bangun Kecamatan 

Bukit Malintang”.   

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik pemanfaatan barang jaminan di Desa Huta Bangun 

Kecamatan Bukit Malintang ? 

2. Bagaimana pandangan Madzhab Syafi’i terhadap pemanfaatan barang 

jaminan di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang ? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui praktik pemanfaatan barang jaminan di Desa Huta Bangun 

Kecamatan Bukit Malintang 

2. Untuk menganalisis pandangan Madzhab Syafi’i terhadap pemanfaatan 

barang jaminan di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang  
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D. Manfaat Penelitian   

1. Untuk memberikan pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan 

pandangan madzhab Syafi’i terkait praktik pemanfaatan barang jaminan di 

Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang. 

2. Menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah  keilmuan di 

bidang muamalah, khususnya berkaitan dengan  pandangan Madzhab Syafi’i 

terhadap pemanfaatan barang jaminan. 

3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Strata.1 (S.1) 

Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 

(Mu’amalah) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal 

(STAIN MADINA). 

E. Batasan Istilah  

Barang jaminan adalah  barang-barang berharga milik pihak peminjam 

yang dijanjikan atau dititipkan kepada pemberi pinjaman sebagai tanggungan atau 

jaminan atas pinjaman yang diterima jika peminjam tidak dapat mengembalikan 

pinjaman atau memenuhi kewajiban peminjam tersebut.
11

 

Mazhab Syafi’i adalah mazhab fikih dalam Sunni yang dicetuskan oleh 

Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan 

nama Imam Syafi'i pada awal abad ke-9.
12

 

 

 

 

                                                 
11Fienso Suharsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Vandetta Publishing, 2010), h. 5 
12Abu Zahrah, Muhammad, Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah 

Akidah, Politik & Fiqih, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, (Jakarta: Lentera, 2005), 

h.7 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pinjaman
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F. Penelitian Terdahulu 

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembahasan peneliti 

tentang praktik pemanfaatan barang jaminan menurut pandangan Madzhab Syafi’i 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirotul Nisa dengan judul “Pengaruh 

Kebutuhan, Jaminan dan Pelayanan Terhadap Pemanfaatan Jasa Permodalan 

Madani (PNM) Program Mekaar di Desa Sayur Martua Kecamatan Naga 

Juang”. Hasil penelitian ini adalah faktor kebutuhan berpengaruh positif dan 

signifikan secara parsial terhadap minat masyarakat dalam memanfaatkan 

Jasa Permodalan Nasional Madani (PNM) Program Mekaar sebesar 23,6 %. 

Sedangkan faktor jaminan berpengaruh positif secara parsial terhadap minat 

masyarakat dalam memanfaatkan Jasa Permodalan Nasional Madani (PNM) 

Program Mekaar sebesar 36,6 % dan faktor pelayanan berpengaruh positif 

secara parsial terhadap minat masyarakat dalam memanfaatkan Jasa 

Permodalan Nasional Madani (PNM) Program Mekaar sebesar 43,3 %. 
13

  

Perbedaan dalam penelitian ini adalah subjek penelitian dan lokasi penelitian, 

sedangkan persamaan penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muttaqin Hamdi dengan judul “Dampak 

Praktik Gadai Tanpa Batas Waktu terhadap Mayarakat Ditinjau dari Hukum 

Islam Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing 

Natal.” Hasil penelitian ini adalah  praktik akad gadai tanpa batas waktu yang 

                                                 
13Khoirotul Nisa, Pengaruh Kebutuhan, Jaminan dan Pelayanan Terhadap Pemanfaatan 

Jasa Permodalan Nasional Madani (PNM) Program Mekaar di Desa Sayur Martua Kecamatan 

Naga Juang, Skripsi, (Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Madina, 2019), h. 75 



9 

 

 

 

terjadi dalam masyarakat Desa Kuala Batahan Kecamatan Kabupaten 

Mandailing Natal dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan yang sangat 

mendesak dan bersifat insidentil. Akad tersebut terjadi antara rahin dan 

murtahin, dimana rahin berutang uang dengan memberikan tanah murtahin 

kepada rahin tersebut biasanya ada dua praktik, pertama uang tersebut tanpa 

diakadkan dengan harga barang, jadi rahin tetap membayar sejumlah uang 

yang diberikan murtahin pada waktu akad, berapapun lamanya akad gadai 

tersebut berlangsung. Kedua, uang tersebut diakad dengan harga barang, yang 

biasa dijadikan patokan adalah harga emas.
14

 Jadi ketika rahin hendak 

membayar utangnya, jumlahnya disesuaikan dengan harga barang yang 

dijadikan patokan pada waktu akad. 

Perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel penelitian mengenai praktik 

gadai tanpa batas dan lokasi penelitian, sedangkan persamaan penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Masitoh dengan judul “Tinjauan Hukum 

Ekonomi Syariah Pada Sistem Pengembalian Hutang Disebabkan 

Berubahnya Nilai Tukar Mata Uang”. Hasil penelitian ini adalah hukum 

pengembalian hutang ketika terjadinya perubahan nilai tukar mata uang 

adalah boleh selama tidak ada perjanjian di awal dan haram hukumnya 

mengembalikan hutang ketika berubahnya nilai tukar mata uang yang 

                                                 
14

Muttaqin Hamdi, Dampak Praktek Gadai Tanpa Batas Waktu Terhadap Masyarakat 

ditinjau dari Hukum Islam di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan),  Skripsi, (Fakultas 

Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina, 2020), h. 75 
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mempunyai syarat atau perjanjian di awal karena mengandung unsur riba 

apabila bertambah uang tersebut.
15

 

Perbedaan penelitian ini adalah mengenai pandangan Mahdzab Syafi’i 

terhadap pinjaman pemanfaatan barang jaminan dan lokasi penelitian. 

Sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis 

penelitian lapangan yaitu melakukan observasi langsung ketempat penelitian. 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar penelitian ini lebih terarah dalam pembahasannya, penulis  membagi 

pembahasan ini menjadi beberapa bab sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN yang membahas tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan 

sistematika pembahasan yang fungsinya untuk mengarahkan pembaca 

kepada substansi pembahasan masalah ini. 

BAB II LANDASAN TEORI penulis akan menguraikan landasan teori yang 

menjadi dasar dalam penelitian ini mengemukakan yang membahas 

tentang pengertian barang jaminan (marhun), dasar hukum barang jaminan 

(marhun), rukun dan syarat akad gadai (rahn), syarat barang jaminan 

(marhun), fungsi barang jaminan (marhun), pemeliharaan barang jaminan 

(marhun), pemanfaatan barang jaminan (marhun) menurut madzhab 

Syafi’i dan berakhirnya akad gadai (rahn). 

BAB III METODE PENELITIAN yang membahas tentang jenis penelitian, 

sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan 

data, dan analisis data. 

                                                 
15Masitoh, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Sistem Pengembalian Hutang 

Disebabkan Berubahnya Nilai Tukar Mata Uang, Skripsi, (Fakultas Hukum Ekonomi Syariah 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina, 2019), h. 64 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang berisi tentang 

dekripsi lokasi penelitian, bagaimana praktik pemanfaatan barang jaminan 

di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang, bagaimana pandangan 

Madzhab Syafi’i terhadap pemanfaatan barang jaminan di Desa Huta 

Bangun Kecamatan Bukit Malintang. 

BAB V PENUTUP bab terkahir dalam penyusunan penulisan ini yang berisi 

kesimpulan dan saran.


